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Thepurpose of this articlareto examine the forms of legal ris
legal force in eleatnic underhand credit agreements, and le
mitigation that can be carried out by Banks as lenders intoee
peer lending schemes to achieve legal certainty. The typis
research is doctrindegal researchwith descriptive, qualitative
analysis, utlizing primary and secondary legal materials. T
results and discussion of this research are: First, civil risks in
form of default and unlawful acts that arise from electrc
underhand credit agreements, while criminal risks are
violation of theprinciple of prudence, indirect involvement

money laundering crimes, and violations of personal ¢
protection. Second, the legal force of electronic underhand 1
agreements is valid according to the Civil Code in conjunc
with the ITE Law, butrelated to proof is not yet a perfe
evidence, and Banks as lenders can mitigate by maximizin
implementation strategy of 5C in P2P credit analysis to ach
legal certainty

Abstrak

Tujuan artikel ini adalah untukmenelaatbentukrisiko hukum,
kekuatan hukum dalarperjanjian kredit dibawah tangasecara
elektronikdan mitigasihukum yang dapat dilakukan oleh Bar
sebagai lendatalamskema peer to pelending guna mencapa
kepastian hukumlenis penelitiaini adalah penelitiardoktrinal
dengan analisis kualitatif deskriptifertamemanfaatkan tan
hukum mencakup bahan hukum primer dan sekundesil dan
pembahasan penelitiami bahwa: Pertamajterdapat risiko
perdata berupa wanprestasi dan perbuatan melawan huyiamg
muncul akibat perjanjian kredit dibawah tangan secara
elektronik sedangkanrisiko pidana yaitu pada pelanggaran
prinsip kehatihatian, keterlibatan tidak langsung dalam tinde
pidana pencucian uang, dapelanggaran perlindungan dat
pribadi Kedua kekuatan hukumperjanjian kredit di bawat
tangan secara elektroniah menurut KUHPerdata jo UU ITE,
namun terkait pembuktian belum mjadi alat bukti yang
sempurna sertaBank sebagai lender dapat melakukan miti
dengan memaksimalkastrategi penerapan 5C dalamanalisis
kredit peer to peer lendinguna mencapai kepastian hukum
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1. Pendahuluan

Perkembangan informasi dan teknologi dewasa ini berdampak dan mempengaruhi
berbagai sendi dan aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek bisnis dan
keuangan. Hal tersebut yang memunculkan berbagai inovasi diantaranya adalah
teknologi fin ansial atau yang kita kenal dengan istilah fintech Secara umum, fintech
dapat diartikan sebagai turunan dari industri di bidang jasa keuangan yang dilakukan
secara digitalisasi. Fintech di Indonesia mengarah pada upaya digitalisasi industri
sektor jasa kealangan guna menyediakan akses pendanaan untuk masyarakat,
khususnya bagi pelaku usaha ataupun badan UMKM dengan kemudahan layanan
pendanaan, serta fintech (pembiayaan berbasis teknologi dan informasi) kini telah
diawasi oleh lembaga OJK. Hal yang menjadi keunggulan fintechdapat berupa adanya
akses yang lebih luas, proses lebih cepat dan efisien, biaya lebih terjangkau,
peningkatan inklusi keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi (secara
spesifik untuk masyarakat yang tidak mendapat akes dan tidak terjan gkau oleh
pelayanan pinjaman melalui bank konvensional).! Berdasarkan statistik Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Otoritas Jasa KeuanganLPBBTI
0OJK) per bulan Januari tahun 20252 pembiayaan melalui fintech di Indonesia telah
mencapai akumulasi penyaluran pinjamanan sebesar Rp.1077.016,43 miliar dengan 97
unit penyelenggara fintech lending® Angka tersebut menunjukkan bahwa fintechtelah
menjadi motor penting dalam memperluas akses pembiayaan di Indonesia.

Fintech lendingdalam praktik nya memungkinkan terjadi hubungan hukum antara
lender dan borrower melalui platform elektronik tanpa keterlibatan lembaga
pembiayaan konvensional. Fenomena tersebut mencerminkan perubahan mekanisme
pembiayaan, yang sebelumnya dikuasai lembaga perbankan mellui mekanisme
perjanjian tertulis bersifat konvensional, kini bergeser menuju sistem berbasis digital.
Hal tersebut juga mempengaruhi b entuk perjanjian yang digunakan dalam skema peer
to peer lending(P2PL) ini, yaitu perjanjian dibawah tangan yang dibuat secara
elektronik. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kekuatan pembuktian
dan kepastian hukum, terutama apabila muncul sengketa. Sebab, umumnya praktik
perbankan secara konvensional menggunakan perjanjian tertulis berbentuk akta
autentik,, karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaiman a dimaksud
Pasal 1868 KUHPerdata* Sedangkan untuk praktik P2PL disusun dalam format
digital, ditandatangani secara elektronik, serta disimpan dalam sistem elektronik milik
penyelenggara fintech

Keterlibatan bank dalam ekosistem fintech lending menghadirkan dinamika dan
kompleksitas hubungan hukum yang berbeda dibandingkan dengan hubungan antara
penyelenggara dengan pihak individu non -bank. Kompleksitas tersebut muncul

1 Jerry Shalmont, Grace Darmawan,dan Dor a Do mi n ijanen Dam MigasaRisiko
Lender PeerTo-Peer Lending Pasca Di und dumnglkHukum B OJ K 10/ 2
Pembangunar®3,Nomor 1 (2023) 85112. DOI: https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.n01.1527.

2 Otoritas Jasa Keuam a n , 0Statistik L P&@&3seéd Ottabaruld,r 2025,2 025, 6
https://ojk.go.id

3 lbid.

4 Helina Basri, Kekuatan Hukum Pembuktian Secara Akta Autentik Di Tinjau Dari Pasal1868
Kitab Undang -Undang Hukum Perdata Dal am Pr oses Se RecksedelaJurRadr dat a, 6
llmu Hukum 4, Nomor 2 (2023: 133144 DOI: https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16144
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karena adanya perbedaan dalam karakter hukum, bentuk tanggung jawab, serta
implementasi prinsip kehati -hatian dalam hukum perbankan (prudential principle)
dalam melakukan kegiatan menyalurkan kredit ke masyarakat (bentuk kegiatan usaha
bank). Prinsip tersebut wajib dijalankan dan dilaksanakan oleh bank. Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk
mengawasi lembaga keuangan baik bank dan nonperbankan yang berkedudukan di

wilayah hukum Indonesia. Praktiknya, bank menjadi pihak lender berpotensi
menghadapi berbagai risiko hukum dari pihak penerima dana, risiko kontraktual

akibat adanya klausul perjanjian elektronik yang cenderung sepihak, risiko

operasional akibat gangguan sistem atau kegagalan teknologi, serta risiko hukum
terkait kebocoran data pribadi dan p enyalahgunaan informasi konsumen.5 Pada
umumnya, kajian risiko hukum fintech lending berfokus pada isu perlindungan

konsumen sebagai penerima dana porrowe). Padahal PJOK Nomor: 10/POJK.05
Tahun 2022 mengatur bahwa subjek hukum yang secara langsung terlibat kegiatan
fintech lendingyaitu penyelenggara fintech atau disingkat LPBBTI (pemberi dana) dan
pengguna intech atau disingkat LPBBTI (penerima dana). Hal tersebut ditegaskan
kembali pada revisi ketentuan dan aturan fintech lendingpada POJK Nomor 40 Tahun
2024. Kondisi tersebut menunjukan adanya posisi hukum para pihak yang berbeda-
beda pada saat melaksanakanfintech lending

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan hukum dalam industri fintech
lending mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan laporan OJK
periode Januari hingga Juni 2024, tercatat lebih dari 3.000 pengaduan masyarakat yang
berkaitan dengan layanan fintech lending Pengaduan tersebut umumnya menyangkut
praktik penagihan yang tidak sesuai ketentuan, penyalahgunaan data pribadi, serta
ketidaksesuaian informasi terkait biaya dan bunga pinjaman. ¢ Salah satu kasus yang
cukup menonjol adalah dugaan gagal bayar pada PT Akseleran Keuangan Inklusif
Indonesia, yang mengakibatkan kerugian bagi 19 pihak pemberi dana (lende) dengan
total mencapai sekitar Rp. 5,99 miliar.” Kasus ini menegaskan bahwa masih lemahnya
perlindungan hukum terhadap pihak lender termasuk bank yang turut berperan
sebagai pemberidana melalui skema fintech lending Penelitian ini menjadi penting dan
relevan untuk dilakukan guna menganalisis bentuk risiko hukum yang dihadap i oleh
bank dalam pendanaan melalui skema peer to peer lendingerta merumuskan bentuk
mitigasi hukum yang tepat agar tercipta keseimbangan guna mewujudkan kepastian
hukum (legal certainty dan perlindungan hukum ( legal protectiohbagi seluruh pihak.

Oleh karenanya, dalam penelitian ini Penulis berusaha untuk melakukan kajian
berkaitan rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana bentuk risiko hukum yang dihadapi
oleh Bank sebagailender dalam skema peer to peer lendiffg2) Bagaimana kekuatan
perjanjian kredit di bawah tangan secara elektronik dan mitigasi hukum yang dapat
dilakukan oleh Bank sebagai lenderdalam skema peer to peer lendinguna mencapai
kepastian hukum?. Penelitian ini bertujuan pada analisis spesifik tentang bentuk,
potensi dan risiko hukum , kekuatan hukum perjanjian di bawah tangan secara

5 Kompas. com, 00JK Terima 3.017 Pengaduan Peril aku

per Juni 2024, 6 acchtpsdkerdpas@oent ober 13, 2025,
6 lbid.

7 Kompas.com, 0Dugaan Garmglag AksBleragnal9 LeRdemRugi Rp5,99L
Miliar., 6 acces slHtds/lOogaocoer 13, 2025,
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elektronik dan mitigasi yang dihadapi, serta dilakukan oleh bank sebagailenderdalam
model pendanaan fintech

Kebaruan dan fokus analisis dalam artikel ini adalah mengkaji mengenai posisi hukum

bank sebagai lender dalam P2P lending Sebagian besar penelitian hukum fintech di

Indonesia saat ini, berfokus pada perlindungan konsumen dan/atau penyelenggara

fintech sementara aspek risiko dan kepastian hukum bagi bank sebagai pemberi dana

belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya terhadap situasi digitalisasi dalam

proses pendanaan tersebut. Hal ini mengarah pada bentuk perjanjian kredit di bawah

tangan, serta penggunaan tanda tangan elektronik sdama proses P2Plending Adapun

kajian sebelumnya memuat: Pe r t a ma , A systémate hiterature Review of ther Risk

Landscape in Fintech ol eh Jain et al, m efintgclasppiertd astko k| as i f i
operasional, risiko regulasi, dan juga risiko keamanan data® Kedua, tulisan

0 Keabsahan Hhancigl aechnblegn Peer to Peer LendifRRP Lending di

Il ndonesi ad mengkaji bahwa fintech P2R hglumanemilikil ekt r oni
kepastian hukum vyang kuat, seringkali hanya menggunakan asas Pasal 1320

KUHPerdata sebagai tolak ukur keabsahan® Ket i g a, Legat Prétestion od

Consumer Personal Data in Indonesia Fintech Peer to Peer Lending Pioneerse ny or ot i
bahwa fintech P2P seringkali mengumpulkan data konsumen secara luas dan

berpotensi menyalahgunakannya.10 Terakhir dari penelitian OLegalitas Sistem Peer to

Peer Lending Finansial Technology in Indonésja di t emukan bahwa regul a:
belum cukup spesifik dalam melindungi investor atau lender karena belum ada

regulasi fintech yang berdiri sendiri, 11 sedangkan tulisan ini menawarkan kebaruan

konseptual dengan mengkaji isu P2P lending dari perspektif kepastian hukum ( legal

certainty), sehingga disusunlah penelitian yang berjudul oMitigasi Risiko Bank dalam

Skema Peer to Peer Lending Kekuatan Perjanjian Kredit Dibawah Tangan secara

Elektronik 0

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau dapat disebut
dengan penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum berdasarkan konsep dan
telah dikembangkan doktrin oleh pengkonsep atau pengembangnya. Analisis bahan
hukum vyang digunakan adalah untuk menguraikan dan mengkontruksikan

permasalahan penelitian ini dengan cara analisis kualitatif yang bersifat deskriptif .
Bahan hukum yang digunakan oleh artikel penelitian hukum ini didapatkan dan

8R. Jain , D. Gabor ,tendita hiterSture Rédew OfyTaenRisk Ladsc&g s
Fi nt eloumal 6f Financial Innovation and Risk Managem8&niNomor 3 (2022): 4862. DOI:
https://www.mdpi.com/2227 -9091/11/2/36.

SM. A. Putri dan H. Santoso, O0Keab #eechTo ReefL,endipganj i an Fi
(P2P Lendi ng) Jornal Hukuoh @anePsnmbanguian EkonoB)i Nomor 2 (2021):
1125130. DOI: https://scholarhub.ui.ac.id

10D, Wul andar.i dan B. Prakoso, oLegal Protection Of
Fintech Peer ToR er L e ndi n gindéhesmmJownalof Law and Technoldgiomor 1
(2020): 7894. DOI: https://ijls.jurnal.unej.ac.id/index.phpfijls

11 T. H. Siregar dan R. M. Dewi,,. 0 Legal itas Sistem Peer To Peer Lend
I nd o n duwnalallmw Hukum dan Kebijakan PublikZ/, Nomor 4 (2023) 20156219. DOI:
https://jurnal.kopusindo.com
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dikumpulkan dengan metode studi dokumen (studi kepustakaan) berupa sumber-
sumber atau bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber bahan hukum primer

mencakup berbagai peraturan perundang-undangan tentang perbankan, jasa
keuangan, perlindungan konsumen, hukum perd ata dan pidana, serta putusan
pengadilan, konvensi, dan perjanjian internasional. Sumber bahan hukum sekunder
antara lain buku-buku teks, artikel jurnal hukum, makalah seminar, dan situs web
resmi. Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara pendekatan konseptual
(conceptugldan perundang-undangan (statute approacdh Hal tersebut diperlukan untuk

menelaah bentuk risiko hukum yang muncul dalam pendanaan kredit melalui skema

P2P bagibank selaku lender kekuatan hukum dalam perjanjian kredit di bawah tangan

secara elektronik dalam skema P2PL,serta untuk mengkonstruksikan mitigasi yang

dapat dilakukan oleh bank selaku lender guna mencapai kepastian hukum dalam
pendanaan PZPL.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Bentuk Risiko Hukum pada Bank Sebagai Lender dalam Pendanaan
Kredit Melalui Skema Peer To Peer

Perkembangan informasi dan teknologi memberi efek yang signifikan bagi kehidupan

dan gaya hidup (life styld masyarakat. Salah satu contohnya adalah muncul layanan

peer to peer lendingP2PL). Skema P2PL tersebut memudahkan masyarakat untuk
memperoleh dana dengan jumlah kecil dengan cara lebih cepat, tidak perlu
mengajukan permohonan pinjaman ke lembaga keuangan seperti bank yang prosesnya

lebih rumit .12 Skema peer to peer lendingli negara kita mulanya dipelopori oleh
lembaga keuangan non-perbankan seperti Amarta dan Restock.id. Kemudian skema
tersebut berkembang seiring pandemi Covid-19, muncul pesaing atau pelaku usaha

baru melalui produk seperti Kredivo, AdaKami, Findaya, Akulaku dan lain
sebagainya. Namun, lembaga perbankan dapat menjalankan skema tersebut secara
langsung sebagaimana diatur POJK tentang P2PL Salah satu bank swasta, Bank
Central Asia (BCA) meluncurkan skema peer to peer lendinghe | al ui produk 0BC
Payl at er 6 p ader taluo 20230 BakkBUNMN seperti Bank Mandiri tidak

mau kalah dengan BCA dan bank swasta lainnya, pada bulan Desember tahun 2023
launchingpr oduk sejenis, yaitu oLivin Paylater©é6.

Skema pembiayaan P2PL tersebut tidak di atur dalam suatu undang-undang khusus.
Dasar hukum pengaturan skema P2PLdi Indonesia pertama kali lahir dengan POJK
Nomor 77/POJK.01 pada tahun 2016. Peraturan tersebut pada tahun 2022 telah diubah
melalui POJK Nomor 10/POJK.05. Hingga perubahan ketiga atau terakhir, pengaturan
lebih lanjut melalui POJKNomor 40 Tahun 2024. POJKtersebut menjadi dasar hukum
sekarang untuk berlakunya skema peer to peer lendindi Indonesia. Skema tersebut
dalam aturan a quodisebut Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
atau disingkat dengan LPBBTI. Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum
berkedudukan di wilayah Indonesia yang menyediakan dan mengelola kegiatan usaha

12 Ratna HartantodanJ ul i y ani Purnama Ramli, oOoHubungan Hukum F
Peer L e nddrmah glykdm lus Quia lustum 25, Nomor 2 (2018): 32638. DOI:
https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6
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fintech serta mengoperasikan usaha LPBBTI. Maka, penyelenggara LPBBTI dapat
menjadi subjek hukum dalam P2Plending

Bank merupakan lembaga keuangan dan badan usahayang berbentuk badan hukum

yang memiliki wewenang dan menjalankan salah satu kegiatan usaha yaitu

menyalurkan kredit kepada masyarakat. Bank menjadi lender (pemberi pinjaman)

kepada borrower (penerima pinjaman) melalui perjanjian pendanaan kredit melalui

skema peer to peer lendingBank dalam penelitian ini berperan sebagai pemberi

pinjaman (lende). Namun praktiknya, tidak hanya borrower yang berpotensi

mengalami kerugian dari masalah -masalah sehubungan dengan skema P2PLtersebut.
Situasi Bank sebagailendermenjadi pihak yang berpotensi mengalami kerugian bila

terjadi gagal bayar pada penjanjian pendanaan kredit melalui skema peer to peer
Sehubungan permasalahan tersebut, bank tidak hanya berpotensi mengalami risiko
ekonomi saja, namun juga risiko hukum.

Bank dalam menjalankan kegiatan usaha menghadapi berbagai risiko, baik hukum
maupun dan risiko non-hukum. Macam-macam risiko bank terdiri ada 8 (delapan)
antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko
stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi, serta risiko hukum .13 Berdasarkan
macam risiko tersebut, 7 (tujuh) risiko diantaranya dapat dikategorikan sebagai risiko
non-hukum dan 1 (satu) risiko hukum yang dihadapi oleh bank. Risiko hukum bank
timbul karena bank melakukan kegiatan usaha menyalurkan dana (kredit),

menghimpun dana (funding), serta kegiatan usaha lainnya yang diperbolehkan
menurut peraturan perundang -undangan. Salah satu risiko hukum dapat timbul pada
bank, karena kegiatan usaha berhubungan dengan penyaluran kredit kepada
masyarakat berkaitan dengan perjanjian kredit. Risiko hukum merupakan risiko atas
ketidakpastian tindakan (perbuatan) atau tuntutan hukum ( legal actiof, dapat berarti
pula ketidakpastian dari pelaksana an maupun interpretasi (tafsir) dari suatu perjanjian
(kontrak), hukum, dan peraturan . Risiko hukum timbul karena berbagai persoalan
hukum yang dihadapi oleh bank, baik dari pihak internal (karyawan dan manajemen)
maupun pihak eksternal (nasabah, pemerintah sebagai regulator, pihak ketiga).
Bentuk-bentuk risiko hukum vyang dapat dihadapi bank sebagai lender dapat
dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu risiko hukum perdata dan pidana. Uraian lebih

lanjut tentang risiko hukum bank sebagai lender dalam skema P2PL sebagai berikut :

3.1.1.Risiko Hukum Perdata

Bank sebagai pemberi pinjaman memiliki risiko hukum berupa wanprestasi atau gagal
bayar apabila penerima pinjaman tidak mampu membayar pinjaman tersebut. Akibat

peristiwa tersebut, bank sebagailenderharus mendapatkan perlindungan hukum guna

mencapai kepastian hukum. Risiko gagal bayar yang disebabkan oleh penerima
pinjaman kepada bank sdaku lender (pemberi pinjaman), maka bank sebagai lender
wajib melakukan tindakan-tindakan dan perihal tertentu yang diwajibkan ole h
lembaga yang berwenang yaitu OJK, seperti memeriksa pengaduan konsumen,
memberikan jawaban atas aduan tersebut dan menawarkan ganti rugi kepada

13 |katan Bankir Indonesia (IBI), Supervisi Manajemen Risiko BaniJakarta: Gramedia Pustka,
2016), h.7.
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konsumen, serta melakukan perbaikan pelayanan.l4 Tindakan dan perbuatan yang
dilakukan oleh bank tersebut merup akan bentuk atau upaya mitigasi untuk
meminimalisasi risiko hukum yang muncul akibat gagal bayar dari konsumen.

Salah satu penelitian terdahulu yang dikutip dalam artikel ini dari Ma rk Tanrits, dkk.,
menyimpulkan bahwa kepastian dalam hukum menurut peraturan dan sistem
keuangan yang ada di negara Indonesia bagi bank sebagailendermasih kurang. Hal itu
berbanding terbalik dengan dengan perlindungan bagi penerima pinjaman (debitur ).
Oleh karena itu, diperlukan tambahan peraturan perundang -undangan yang berfokus
tentang jaminan kepastian hukum bagi lender Hal itu untuk mewujudkan kepastian
hukum bagi lender atas risiko gagal bayar dari penerima pinjaman. Berdasarkan
penelitian tersebut pada tahun 2023 memang belum ada peraturan khusus terkait
mitigasi risiko hukum dalam PJOK tentang LPBBTI. Kemudian, baru pada tahun 2024
aturan tersebut dibuat oleh lembaga terkait. Kepastian hukum bagi lenderakibat risiko
gagal bayar seperti asuransi pada skemapeer to peer lendingpembentukan lembaga
penjamin, aturan tentang dana deposit (mengendap) di bank yang dapat digunakan
bila gagal bayar.l® Sebanyak 3 (tiga) kali terjadi perubahan aturan PJOK terkait
pembiayaan fintech dengan pokok perubahan terakhir PJOK Nomor 40 tahun 2024
memuat: sumber dana penyertaan modal LPBBTI secara tegas diatur dalam Pasal 8
Ayat 1, rapat umum pemberi dana Pasal 109, tidak hanya mengatur hal-hal baru,
namun merevisi berkaitan dengan beberapa hal seperti kewajiban pelaku usaha, serta
terkait penyusunan standar operasional presedur (SOP)17 Bentuk risiko hukum yang
diterima oleh bank sebagai lenderdalam perjanjian tersebut berdasarkan perspektif
hukum perdata dibagi mejadi 2 (dua) yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan
hukum (PMH) , dengan uraian sebagai berikut :

a. Wanprestasi

Perjanjian berdasarkan skema P2P lendingyang dibuat para pihak antara bank sebagai
lender dan penerima pinjaman (debitur) . Perjanjian tersebut memuat hak dan
kewajiban para pihak. Oleh karenanya, bentuk risiko hukum perdata yang muncul
karena adanya potensi gagal bayar dari pihak penerima pinjaman yang pertama dapat
di identifikasi adalah wanprestasi. Penyelesaian risiko perdata berupa wanprestasi
dapat merujuk pada Pasal 1239, Pasal 1243serta Pasal 1246 KUHPerdata yang
mengatur bentuk ganti rugi dalam perkara wanprestasi dapat berupa biaya dan ganti
rugi, sertabunga. Ketentuan ini dapat menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap
risiko yang muncul akibat wanprestasi dalam perjanjian peer to peelending oleh bank
sebagailender Penyelesaian masalah sengketa tersebut dapa dilakukan melalui jalur
litigasi melalui pengadilan maupun nonlitigasi, tergantung para pihak yang
bersengketa. Penyelesaian dengan baik dapat dilakukan para pihak untuk

14 Meisya Andriani Lubis dan Mo hamad Faj r i Mekka Putr a, oPeer To
Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan L e g a Duirnal dJSM lbaw Review5,

Nomor 1 (2022): 188204 DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.489 6.

15 Mark Tanri, OKepastian Hukum Bagi Kreditur (Lend
Lending Dalam Sistem Lemba garnaKMultidigipnandondsia2, | ndonesi
Nomor 9 (2023): 29382944. DOI: https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.572

16 |bid.

7 Hukumonline, OPOJK 40/2024 Ganti kan Aturan Lama L|
Pel aku Usscassead @ctober 13, 202Hittps://www.hukumonline.co m.
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menyelesaikan masalah wanprestasi pada skema pembiayaan peer to peetending
Penerima pinjaman memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah angsuran atau
cicilan sebagaimana telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian peer to peer
lending Wanprestasi adalah wujud atau salah satu bentuk penyimpangan dari tidak
lancarnya komunikasi dan interaksi antar subjek hukum .18 Implementasi fintechberupa
P2PL, menimbulkan masalah hukum tentang penerima pinjaman yang melakukan
wanprestasi (berupa risiko gagal bayar).!® Dana yang dipinjamkan oleh bank sebagai
lenderdalam perjanjian tersebut berpotensi tidak dapat dikembalikan oleh penerima
pinjaman karena gagal bayar, yang mana sangatmerugikan pihak bank sebagai lender

Pembuktian wanprestasi dalam skema P2PL mergarah pada kekuatan perjanjian di
bawah tangan secara elektronik dimana bank sebagailender, dengan merujuk pada
aturan Pasal 1886 KUHPerdata. Pasah quomengatur bahwa alat bukti dalam hukum
acara perdata ada 5 (lima) yaitu: bukti tertulis (berupa surat atau akta), saksi,
persangkaan, pengakuan dan sumpah. Atas hal tersebut, perjanjian di bawah tangan
secara elekronik dalam skema P2PLyang di maksud dalam artikel ini dapat dijadikan
sebagai alat bukti surat tertulis. Selain itu, pada Pasal 1867 KUHPerdata telah
mengatur bahwa alat bukti surat dapat berupa akta autentik maupun akta di bawah
tangan. Lebih lanjut di atur dalam Pasal 11 UU ITE mengatur bahwa kekuatan hukum
atau akibat hukum dari suatu perjanjian yang menggunakan tanda tangan secara
elektronik tetap sah sebagaimana syarat sah suatu perjanjian dengan persyaratan yang
di atur dalam Pasal a quo UU ITE telah mengatur tentang alat bukti surat secara
elektronik termasuk alat bukti tertulis sesuai Pasal 1866 KUHPerdata sebagai
perluasaan makna dari alat bukti menurut hukum perdata yang berlaku. 20 Namun,
terkait alat bukti tersebut dite rima atau ditolak sebagai pembuktian di persiadangan
merupakan kewenangan dari majelis hakim dalam memeriksa, memutus dan
mengadili bil a perkara tersebut telah diajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

Bank sebagai lender perlu mendapatkan perlindungan h ukum guna mencapai
kepastian hukum. Pengaturan regulasi skema P2PL pada PJOK Nomor 40 Tahun 2024
merupakan bentuk dari perlindungan hukum bagi para pihak guna memberi
kepastian dalam bidang hukum. Kepastian hukum adalah satu diantara 3 (tiga) tujuan
hukum secara universal, selain keadilan dan manfaat. Kepastian hukum berdasarkan
pada kejelasan dan kepastian dalam pengertian serta penerapan hukum. Karakteristik
dari kepastian hukum mencakup: Pertama kepastian hukum merupakan prinsip yang
menjamin setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum, serta
konsekuensi atau akibat hukum dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan; Kedua
kepastian hukum menjamin bahwa proses hukum dilaksanakan dengan adil, tanpa

18 Lucky Omega Hasan, Perbuatan Melawah Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil Dan
Imateriil Dalam KasusKasus Perdatg Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), h.28.

Y Arief Syai fudin, oPerlindungan Hukum Ter hadap Par.
Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lendif{®tudi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman
J a k a r Dimainikaé Jurnal limiah lImu Hukum 26 , Nomor 4 (2020): 408421. DOI:
https://jim.unisma.ac.id

20 Safitri Indriani dan J o n i Emirzon, OBukti El ektroni k Sebagai
El ektroni k, 0 Jurnal L ex Lata 380391. D®lb mo r 2
https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1.565

634


https://jim.unisma.ac.id/
https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1.565

P-ISSN: 25028960 E-ISSN: 25027573

adanya diskriminasi .21 Kepastian hukum menjamin bahwa bank sebagai lender
mendapatkan perlindungan hukum akibat risiko wanprestasi pada kegiatan P2P
tersebut. Bentuk perlindungan hukum bank sebagai lender pada saat terjadinya
wanprestasi adalah borrower bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, serta
dilakukan penagihan harus sesuai ketentaun umum dan SOP.Pasal 192 Ayat 6 PJOK
Nomor 40 Tahun 2024 mengatur bahwa pihak penyelenggarapeer to pediending wajib

memiliki SOP yang memadai dan ditetapkan oleh direksi perusahaan, guna pedoman

bagi karyawan dalam melakukan penagihan kepada penerima pinjaman (debitur) .

b. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Risiko hukum perdata selain wanprestasi dalam P2PL, ada pula perbuatan melawan

hukum. Lebih lanjut dapat disebut PMH merupakan perbuatan manusia yang tidak

sesuai dengan ketentuan hukum .22 PMH dalam sistem hukum nasional diatur dalam

Pasal 13651366 K UHPer data bahwa oO0Tiap perbuatan yang
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan

kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kan keMeouguni an ters
Munir Fuady adapun u nsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) ada 5 (lima)

antara lain : 1) Tidak memenuhinya suatu kewajiban selain dari kewajiban kontrakual;

2) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu mengakibatkan kerugian orang lain

tanpa adanya suatu hubungan hukum terlebih dahulu, baik perbuatan ataupun

kecelakaan; 3) Tidak memenuhi kewajiban yang dibebakan hukum; 4) Suatu kesalahan

perdata yang tidak termasuk wanprestasi; 5) Suatu kerugian yang tidak diseb abkan
wanprestasi.23 Berdasarkan unsur-unsur PMH yang dikemukan tersebut, bank sebagai

lenderjuga memiliki risiko hukum perdata lainnya berkaitan dengan PMH, bila mana

penerima pijaman melanggar ketentuan hukum di Indonesia, seperti data rahasia bank

sebagai pihak lender

Ketentuan dalam PJOK Nomor 40 Tahun 2024 memberi perlindungan data pribadi

bagi para pihak, terkait kegiatan peer to peer lendindpaik bank sebagai lender dan
penerima pinjaman. Pasal 161 PJOKa quomewajibkan Penyelenggara LPBBTI untuk
melindungi data pribadi nasabah sebagai penerima pinjaman. Sanksi administasi bagi
pelanggar ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 166 PJOKa quo Perlindungan data
tidak hanya pada penerima pinjaman, hamun bank sebagai pemberi pinjaman (lende)
mendapatkan pula perlindungan data tersebut, sebagai bagian untuk mencapai
kepastian hukum. Maka, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat
dikategorikan sebagai PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata .24 Selain aturan
tersebut, regulasi tentang perlindungan data pri badi diatur pula dalam peraturan

perundang-undangan atau undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik

yang disahkan pada tahun 2008.

21 Diah Pitaloka Hardiyanti , dkk, Dasar Hukum: Kajian Khusus Teori Hukum DIndonesia
(Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2024)h.10.

22 Zaeni Asyadie dan Hasan Asyari, Hukum Perdata Dalam Dimensi Tata Hukum Indonesia Masa
Kini, (Jakarta: Kencana, 2024), h.236.

23 bid., h. 237.

22 Putri Villa Amilia et al ., OMedia Hukum I ndones
Implementasi Layanan Fintech Berbasis Peefto-Peer Lending Dalam Perspektif Hukum
Posi tif Di Médma dHakoure éndoaesi@ (MHI)3, Nomor 3 (2025): 448448, DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.15649077 .
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Praktik skema P2PL mengalamipotensi pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban

perlindungan data pribadi masih kerap terjadi dan berlangsung hingga saat ini. Hal itu

terjadi karena factor antara lain sebagai akibat kelalaian dari penyelanggara platform
maupun tindakan tidak sah oleh si penerima pinjaman dalam perjanjian P2PL. Apabila
pelanggaran tersebut menimbalkan suatu kerugian bagi pihak bank selaku lendet
maka tindakan tersebut dapat dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai suatu
perbuatan melawan hukum (PMH). Pelanggaran tersebut termasuk PMH, apabila
unsur-unsur PMH dipenuhi, meliputi unsur adanya perbuatan yang bertentangan
dengan hukum, adanya kesalahan (baik karena kesengajaan ataupun Kkelalaian),
timbulnya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

yang ditimbulkan.

Salah satu kasus yakni kebocoran data pengguna pada salabsatu platform peer to peer
lending yang pernah disoroti oleh OJK dan Kementrian Komunikasi dan Informatika.
Dalam kasus tersebut, data pribadi milik pemberi maupun penerima pinjaman
tersebar di forum public daring yang menyebabkan kerugian reputasional dan finansial
bagi pihak pemberi pinjaman institusional. Seringkali Perusahaan pengelola jasa
keuangan berbasis IT mengalami kebocoran data jutaan pengguna dan dianggap lalai
menjaga kerahasiaan data2s Apabila data yang bocor tersebut tergolong sebagai
informasi rahasia milik bank, maka tindakan tersebut jelas memenuhi unsur PMH
karena melanggar hak perdata bank atas kerahasiaan informasi dan prinsip
perlindungan data sebagaimana diatur dalam PJOK Nomor 40 Tahun 2024. Sehingga,
bank dalam hal ini dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar Pasal 1365
KUHPerdata untuk memperoleh pemulihan akibat kerugian tersebut.

3.1.2.Risiko Hukum Pidana

Bank sebagailendermiliki risiko hukum yang kedua yaitu risiko dalam aspek pidana,
yang timbul akibat perlindungan konsumen . Bank dalam perspektif hukum
perlindungan konsumen dapat disebut sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa P2PL
Sebagaimana diatur dalam Pasal 6dalam UU Perlindungan Konsumen, bank sebagai
pelaku usaha memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum antara lain hak untuk
menerima pembayaran dari penerima pinjaman, hak untuk mendapatkan
perlindungan hukum dari penerima pinjaman yang beriktikad tidak baik , hak
melakukan pembelaan diri dari penyelesaian sengketa dengan penerima pinjaman
hak rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti bersalah di pengadilan , serta hak-hak
lain yang diatur oleh peraturan hukum atau perundang-undangan lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 poin a UU Perlindungan Konsumen, bank sebagai
pelaku usaha berhak menerima atas pembayaran jasapinjam meminjam uang melalui

skema P2PL dari penerima pinjaman (konsumen) sesuai perjanjian yang telah ditanda
tangani para pihak, dapat berupa tanda tangan elektronik dalam skema P2PL yang
dimuat dalam PJOK Nomor 40 Tahun 2024.Lebih lanjut dalam ketentuan tersebut,
bank berhak pula mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan atau perilaku

konsumen selaku penerima pinjaman yang memiliki iktikad tidak baik dalam konteks
artikel ini. Sehubungan dengan bank sebagailender apabila melanggar ketentuan

25 F. Edbert dan M. R. S. Putra, oPertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data
Pribadi pada Perusahaan Pengelola Jasa Keuangan Berbasis [d Unes Law Reviewd, Nomor 2
(2023:59665977.DOI: https://lintar.untar.ac.id/
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perlindu ngan konsumen, sanksi pidana diatur dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Bsal 63
UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, risiko pidana dapat mengarah pada situasi
Bank dalam hal melakukan kegiatan tanpa izin atau di luar kegiatan usaha yang
diatur /tanpa dasar huku m yang jelas (merujuk pada Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan).
Lalu, situasi pidana terkait penipuan dan/atau penggelapan, bahwa saat menjadi
lender Bank sangat berisiko (oleh oknum internal bank ataupun secara sistem) untuk
diduga melakukan penipuan, penggel apan dan pemalsuan data yang ditujukan untuk
komersialisasi, yang rujuk pada aturan pidana dalam KUHP dan UU ITE. Kemudian,
bilamana bank tidak menjalankan prinsip Know Your Customerdengan tepat, sangat
dimungkinkan sebagai lender bank terlibat dalam aliran dana hasil tindak pidana
(pencucian uang). Atas hal tersebut, secara legalitas situasi bank sejatinya telah
diupayakan untuk menuju kepastian hukum dalam hal risiko pidana tersebut.

Sehubungan dengan potensi pertanggungjawaban yang dapat memunculkan ri siko
pidana, maka bank sebagai lender secara spesifik befokus dalam tiga bentuk utama,
yaitu: Pelanggaran prinsip kehati-hatian, Keterlibatan tidak langsung dalam tindak
pidana pencucian uang, dan Pelanggaran perlindungan data pribadi . Pelanggaran
prinsip kehati-hatian dapat mengarah pada kondisi dimana pemberian kredit
dilakukan tanpa adanya Analisa kelayakan yang memadai, tanpa menilai risiko
debitur dengan baik, dilakukan dengan mengakali ataupun melanggar ketentuan
internal bank (khususnya tentang batas pemberian kredit). Hal tersebut mengarah
pada kelalaian yang menimbulkan pertanggung jawaban pidana , bilamana tindakan
tanpa prinsip kehati -hatian tersebut menimbulkan kerugian besar atau bahkan
memberikan keuntungan pribadi/korporasi , atau mengarah pada tindakan fraud.
Selanjutnya, terkait keterlibatan tidak langsung dalam tindak pidana pencucian uang,
bahwa dengan posisi strategisnya Bankd a p at s gatekegpa@rielafui penerapan
know your customeran anti-money laundering Oleh karenanya, risiko pid ana juga
mengarah pada situasi ketika Bank gagal dan/atau lalai mendeteksi/melaporkan,
hingga bahkan membiarkan transaksi mencurigakan kepada PPATK, hal tersebut
dapat diindikasikan Bank terlibat secara tidak langsung dalam tindak pidana
pencucian uang. Terakhir, risiko pidana akibat pelanggaran perlindungan data pribadi
merujuk pada Bank yang lalai mengelola dan melindungi data pribadi para pihak yang
terlibat dalam sistem keamanannya, atau bahkan menimbulkan kebocoran data yang
disalahgunakan oleh pihak k etiga.

3.2.Kekuatan  dalam Perjanjian Kredit Dibawah Tangan secara
Elektronik dan Mitigasi Hukum yang Dapat Dilakukan Bank sebagai
Lenderdalam Skema Peer To Pee Guna Mencapai Kepastian Hukum

3.2.1Kekuatan Perjanjian Kredit Dibawah Tangan secara Elektronik dalam
Skema P2PL

Hubungan hukum antara bank sebagai lenderdan penerima pinjaman sebagai borrower
lahir karena perjanjian kredit (pinjam meminjam uang) melalui aplikasi fintech
Perjanjian juga yang lebih populer dikenal dengan kontrak. Pasal 1331 KUHPerdata
mengatur tentang pengertian perjanjian, lebih lanjut KUHPerdata mengatur bahwa

perjanjian termasuk sumber perikatan, selain Undang-undang. Perikatan merupakan
hubungan dalam hukum antara para pihak yang mengikatkan diri, bisa dua orang

ataupun lebih, dalam lap angan (bidang) yang mengatur harta kekayaan (sebagai objek
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hukum), yang mana salah satu pihak memiliki hak dan pihak lainnya memiliki
kewajiban atas suatu prestasi tertentu.2é6 Skema peer to peedalam pendanaan kredit
oleh bank sebagai pemberi pinjaman, terdapat hubungan pemberi kuasa dan perjanjian
pinjam meminjam, serta juga dimuat hubungan kerjasama.

Perjanjian dengan skema P2PL merupakan salah satu bentuk perjanjian di bawah

tangan atau bukan akta yang bersifat autentik. Perjanjian atau akta di bawah tangan

merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang membuat

perjanjian tidak dihadapkan pada pejabat umum, serta bentuk dan isinya tidak terikat

pada bentuk dan syarat yang ditetapkan oleh peraturan hukum atau perundang -

undangan yang berlaku.2?” Sedangkan Pasal 1868 KUHPerdata mengatur tentang
pengertian oOakt a autentik adal ah suatu akt a
ditentukan oleh undang -undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang

unt uk maksud it u, di t e mpketentudni tersebatndmtur dekit a di bua
tegas menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 jo UU 30 Tahun 2004 bahwa pejabatyang

memiliki wewenang untuk membuat suatu akta autentik ialah pejabat notaris.

Praktik perjanjian dalam skema P2PL tidak dibuat dalam bentuk akta aute ntik, karena
berbagai faktor dan alasan. Perjanjian tersebut tetap sah berdasarkan syarat perjanjian
KUHPerdata. Namun sehubungan pembuktian di pengadilan, perjanjian di bawah
tangan bukan alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko
hukum tersebut, PJOK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur secara lebih lengkap perjanjian
skema P2PL dalam bentuk data elektronik. Perjanjian dengan skema P2PL yang dibuat
oleh bank selaku pemberi dana (lendej dan penerima dana (borrowe} diatur Pasal 143
PJOK Nomor 40 Tahun 2024 tentang perjanjian pelaksanaan LPBBTI. Pasal 144 dan
Pasal 145 PJOK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur bahwa perjanjian LPBBTI harus
dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan membuat beberapa hal wajib
dan harus dicantumkan dalam sebuah perjanjian skema P2PL. Pengaturana quodapat
menjadi dasar utama dalam mengurangi risiko hukum yang muncul selama proses
pembiayaan digital dengan skema P2PL, dengan kondisi bahwa para pihak
menandatangi perjanjian kredit tersebut secara elektronik. Selan itu, bentuk perjanjian

di bawah tangan secara elektronik, memiliki keabsahan hukum sepanjang memenuhi
unsur sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200828 Kekuatan hukum sebuah perjanjian
elektronik diakui secara sah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
ITE, jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan
bahwa 61l nfor masi El ektroni k d datau hasibcatakiya k u men E
merupakan alat bukti hukumy ang saho. Sel anjutnya, Pasal 11
bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat

26 Agus Pr aset iy m,KonsumenrPada TahaprPgkontrak Dalam Perjanjian Baku
Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Di PT BCA Finance Cabang Madiun)6
(Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), h.61.
27 Husin, Aspek Legal Kredit dan Jaminan pada Bank Perkreditan éRakBandung, Penerbit
Alumni, 2022), h. 92.
28 N. H. Fithri, B. Endarto, M. Chaidar, o0Keabsahan F
Peer Lending (P2P L edural fiegang: Kajian Hukumnodanellmi Sosid,
Nomor 2 (2024): 216. DOI: https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.50
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digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum sepanjang memenuhi syarat
keaslian, integritas, dan keandalan sistem elektronik.2®

Atas hal tersebut, maka Perjanjian di bawah tangan secara elektronik dalam skema
P2PL dapat dijadikan sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian tanda tangan
elektronik sebagaimana dalam perjanjian di bawah tangan belum memiliki nilai
pembuktian yang sempurna. Akan tetapi, dalam praktik pengadilan hal tersebut
dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang bebas dan diserahkan pada
kebijaksanaan hakim.30 Faktor-faktor yang mempengaruhi keabsahaan perjanjian
tersebut antara lain faktor keabsahan hukum, faktor integrit as dan repudiasi, serta
faktor pemahaman teknologi masyarakat. Kekuatan hukum tanda tangan secara
elektronik tidah hanya terkait dokumen dalam hal privat (perdata). Namun, kekuatan
hukum pembuktian tanda tangan secara elektronik (digital signaturg memilik i
kekuatan hukum yang sah dalam perjanjian pemerintah selama sesuai dengan UU ITE,
KUHPerdata dan peraturan perundang -undangan lain yang berlaku. 31

Pembuktian akta di bawah tangan di atur dalam Pasal 1866, Pasal 1867, Pasal 1874,

Pasal 1874a, Pasal 1878, Bal 1879 KHUPerdata terkait pembuktian akta di bawah
tangan. Kemudian, lebih lanjut status dan kedudukan hukum tanda tangan elektronik

telah diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2008 dan ditegaskan dalam PP
Nomor 71 Tahun 2019, sehingga kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan
elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah. Pengaturan tersebut menjadi syarat
minimun dan harus dipenuhi oleh setiap orang yang membuat tanda tangan

elektronik. Oleh karena itu, penting penggunaan sertifikat pada tanda tangan
elektronik. Hal itu karena, apabila perjanjian di bawah tangan secara elektroknik

dalam skema P2PL tidak di daftarkan pada suatu dokumen eletronik yang

dibubuhkan tanda tangan secara elektronik dalam perspektif hukum acara perdata

(pembuktian) hanya dian ggap alat bukti dan memerlukan proses tambahan yangyang
menjadikan alat bukti absolut. 32

3.2.2Mitigasi Hukum yang Dilakukan oleh Bank sebagai Lender dalam
Skema P2PL

Borroweryang tidak membayar pinjaman P2P, bank dalam hal ini pemberi pinjaman
mengalami kerugian akibat gagal bayar atau wanprestasi tersebut Oleh karenanya,
Bank perlu upaya mitigasi risiko hukum untuk mencegah pinjaman bermasalah atau
gagal bayar. Mitigasi risiko merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mencegah

29 N. L. G. Septiari, & N. M. P. Ujianti, Kekuatan hukum perjanjian elektronik dalam perspektif
KUHPer dat a d a nLawUahd Judige, Journa, Nomor 4 (2024): 1-10. DOL:
https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320

30 M. F. Daff a, S. Rkekuaian iPembuktian Taada @angan Eektronik sebagai
Alat Bukti dalam Perkara Perdata, dournal of Lex Philospy 4, Nomor 1 (2023): 205221. DOI:
https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1499

31 F. Il rianti, S. Rahman, Sahban, OKekuatan Hukum
(Digital Signature) Dalam Surat-Surat Peff anj i an P eJouenaliofnlexa Phioshopy,
Nomor 2 (2024): 21172136. DOI: http://www.pasca -umi.ac.id.

2 Junai di Tari gan, O0AKki bat Hukum Tanda Tangan

Pembukti an R@nald aReenterd 3, Nomor 3 (2021): 3328 DOL:
https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.77
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timbulnya berbagai risiko baik risiko hukum maupun risiko nonhukum dalam
penyelenggaraan peer to peer lendin@P2PL).33 Pinjaman bersamalah P2PL tidak berbeda
jauh dengan kredit macet (NPL) dalam industri jasa keuangan danperbankan. Mitigasi
risiko hukum dapat diartikan sebagai seluruh upaya dan tindakan yang bertujuan
untuk mengurangi risiko hukum yang timbul akibat gagal bayar dalam pendanaan
kredit melalui skema peer to pee¥ Upaya mitigasi yang dilakukan bank dalam
masalahini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum.

Prinsip kehati-hatian (prudentia) dalam hukum perbankan dapat dijadikan sebagai
mitigasi risiko hukum utama yang dialami oleh bank sebagai lenderdalam pendanaan
kredit melalui skema peer to peeguna mencapai kepastian hukum. Hal itu untuk
mencegah terjadinya gagal bayar penerima pinjaman. Prinsip kehati -hatian bank di
atur dalam Pasal 2 dan vide Pasal 29 Ayat 2 dalam UU Perbankan. Berdasarkan
ketentuan tersebut, bank memiliki prinsip 5C dalam memberi pinjaman kepada
nasabah. Prinsip 5Cadalah bentuk manajemen risiko untuk melakukan penilaian yang
cermat kepada nasabah yang akan mengajukan kredit. Hal ini berlaku pula pada kasus
bank sebagai bank sebagailenderdalam pendanaan kredit melalui skema peer to peer
Bank dalam kasus ini harus menerapkan manajemen risiko melalui prinsip 5C , sebagai
wadah penilaian terkait kelayakan kredit dan menjadi dasar pelaksana, serta upaya
perlindungan bagi bank guna meminimalisir terjadinya risiko hukum . Prinsip 5C35
akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Characteradalah suatu keyakinan bahwa watak atau sifat subjek hukum yang akan
menerima kredit dapat dipercaya yang dapat tercermin dari latar belakang
(backgrounyl calon debitur. Dalam praktiknya, data karakter calon borrower
umumnya disediakan oleh penyedia layanan fintech P2P, dengan memuat riwayat
kredit (umumnya berupa data SLIK OJK), pola-pola pembayaran/kredit
sebelumnya dalam platform penyedia layanan P2P, serta memuat berkas identitas
untuk diverifikasi (KTP, NPWP, Akta Pendirian dan perubahan nya). Hal tersebut
sangat menggambarkan upaya mencapai kepastian hukum, dengan menunjukan
iktikad baik dan kehati-hatian bank. Hal ini juga sebagai bentuk mitigasi dan
perlindungan utama dari tuduhan kelalaian, dengan membuktikan bank telah
melakukan proses analisis karakter kepada calon borrower secara layak dan
terintegritas.

2. Capacityadalah kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dapat diukur dari
kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman. Secara praktik, Analisis terhadap
kapasitas/lkemampuan bayar calon borrower adalah berbasis data digital yang
memuat historis transaksi (pemasukan usaha dan rasio utang terhadap
pendapatan). Hal tersebut dilakukan dengan algoritma scoring, oleh karenanya
bank perlu menegaskannya melalui due diligencesebagai bentuk transparansi dalam
mencapai kepastian hukum.

3. Capital adalah kekayaan ataupun modal yang dimiliki oleh nasabah atau calon
debitur dalam perjanjian kredit yang dilihat dari laporan keuangan, aset, hutang

33 Inda Rahadiyan dan M Hawi n, OPengaturan Dan Penerapan Mi
Penyel enggaraan Peer To Peer Lending Guna Menceg
Hukum lus Quia lustum 27, Nomor 2 (2020y): 286307. DOI:
https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art4

34 |bid.

35 Alexander Thian, DasarDasar PerbankaflYogyakarta: Penerbit Andi, 2021), h. 5360.
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